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TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
1. Peran
a) Pengertian tentang Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam
bahasa inggris peran disebut role yang definisinya adalah person’s task
or duty in undertaking artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam
suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah
yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam
masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan
oleh seorang dalam suatu peristiwa.?*

Menurut Suhardono menjelaskan, Peran merupakan seperangkat
patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh
seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat
menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan
yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan
semestinya. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

24 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan
Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), him. 86.



peranan.?

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini
diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin
tinggi, sedang- sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah
yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan
kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka
seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai
pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau
tugas.?6

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan
dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai
tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.
Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

% Suhardono, Edy. Peran:Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, (Jakarta: GramediaPustaka
Utama, 1994), him. 14.

26 R. Suyoto Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tangerang: Karisma Publising,
2009), hlm. 348.



3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa
peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam suatu lembaga
berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat
dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

b) Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa
jenis, yaitu?’

1. Peranan nyata (4nacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul
dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan
suatu peran.

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang
diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan
tertentu.

3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut
harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama
lain.

4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan

secara emosional.

27 S Fahrizal, http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf, diakses
pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 23.13 WIB.



5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorangan
dalam mejalankan peranan tertentu.

6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya
kita contoh, tiru, diikuti.

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan
seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan
perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan
jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul
dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.
Disini penulis akan melakukan penelitian pada media online tentang
peranannya dalam promosi, dan dalam penelitian ini akan membahas
tentang peran media online sripoku.com dalam promosi Pagaralam

sebagai destinasi wisata.

. Tanggung Jawab

a) Pengertian tentang Tanggung Jawab
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung
jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus
hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.?®

28 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2005), hlm. 26.



Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu
pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapai
konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian,
segala sesuatu yang telah dilakuakan seharusnya harus
dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru.
Menurut Facthul Mu’in adalah orang yang memiliki kontrol diri
rendah, tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan.?

Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu
melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok,
dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.>® Seperti yang diungkapkan
oleh Fatchul Mu’in dalam bukunya bahwa, seseorang yang
bertanggung jawab adalah seserang yang memiliki akuntabilitas.
Dimana seseorang yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa
dipertanggung jawabkan.’!

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep
kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila

perbuatannya bertentangan.’? Tanggung jawab hukum dapat

2 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik,(Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media 2014), him 219.

30 Tim Sanggar Grasindo, Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji, (Jakarta: PT
Gramdia Widiasarana Indonesia,2010), hlm 5.

31 Fatchul Mw’in, Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik, (Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media,2014), him. 217.

32 Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2010), hlm. 48.



b)

dibedakan atas pertanggungjawaban individu danpertanggungjawaban
kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab
seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan
pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu
atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.??

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait,
namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang
individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara
tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat
diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti
dituukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran”
namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan
individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan
hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab”
atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.3*
Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab
1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
(liability based on fault) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam
hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini

33 Ibid, hlm. 56.
34 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 136.



dipegang secara teguh.®

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan
yang dilakukan (pasal 1365 KUH Perdata), dimana ada empat
unsur pokok yaitu:

a) adanya

b) perbuatan;

¢) adanyaunsurkesalahan;

d) adanya kerugian yang diderita.

Maka secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima
karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti
kerugian bagi pihak korban.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu
bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia
dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada
pada si tergugat.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan

dan tidak ada pengecualiannya. Biasanya prinsip ini diterapkan

karena :

35 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm.



h. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk
membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi
dan distribusi yang kompleks.

i. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika
sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, missaldengan
asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga
produknya.

2) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip ini sangat disegani oleh para pelaku usaha untuk
dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar
yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika
diterapkan sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan mutlak,
harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1. Pengertian PPAT

PPAT merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan
untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah dan/atau akta lain dalam
rangka pembebanann hak atas tanah, dimana bentuk aktanya telah
ditetapkan, serta akta tersebut berfungsi sebagai bukti telah dilakukannya
suatu perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang letaknya dalam

daerah kerja PPAT masing-masing.3¢

36 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta PPAT, (PT. Raja Grafindo Persada, Depok 2016),
hlm. 86.



Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanahdisebut
PPAT sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenaihak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Pejabat umum adalah orang
yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas melayani
masyarakat umum dibidang atau kegiatan tertentu.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah ditetapkan, bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri Agraria. Untuk daerah terpencil yang tidak ada PPAT dalam
melakukan perbuatan hukum mengenai tanah, dapat ditunjuk PPAT
sementara. Kegiatan PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam
melakukan tugas di bidang pendaftaran tanah.

2. Tugas, Kewajiban dan Wewenang PPAT

Mengenai tugas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai
berikut:

1. Membuat akta mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan
hak atas tanah dan hak tanggungan.

2. Membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk
mengajukan permohonan ijin pemindahan hak dan permohonan

penegasan konversi serta pendaftaran hak atas tanah.?’

37 Edi Ruchiyat, Sistem Pendafiaran Tanah sebelum dan sesudah UUPA, (Bandung: Amico
1989), him. 52.



Kewajiban PPAT adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya

2. Menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya

3. Mengirim laporan akta-akta dibuat setiap awal bulan dari bulan yang
sedang berjalan kepada Direktorat Pendaftaran Tanah, Kantor Seksi
Pendaftaran Tanah dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Daerah), Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri SK No
59/DDA/1970.

4. Melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Dirjen Agraria
PPAT juga wajib memperhatikan hak pengawasan yang dilakukan oleh
Dirjen Agraria. Dirjen Agraria ini berhak mencabut penunjukan PPAT
juga terbukti kegiatan PPAT yang merugikan orang lain. (Pasal 4
Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan
bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta
Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan pasal 2 ayat (2), mengenai
hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di
dalam daerah kerjanya. Menurut pasal tersebut, PPAT hanya diberi
kewenangan untuk membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun di dalam daerah kerjanya. Apabila, PPAT
melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya kecuali karena

pemekaran kabupaten/kota, pemekaran provinsi, maka PPAT dapat
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diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan yang telah ditentukan
dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pertanahan, PPAT
memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a) Memiliki tugas pokok untuk menjalankan sebagian proses pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai tanda bukti telah dijalankannya
sebuah perbuatan hukum tertentu yang memiliki hubungan tentang hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang selanjutnya
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

b) Berwenang untuk membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke
dalam perusahaan, atau akta pembagian hak bersama mengenai
beberapa hak atas tanah dan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang tidak semuanya terletak dalam satu daerah kerjanya, apabila salah
satu bidang tanah atau Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek
perbuatan hukum tersebut terletak di dalam daerah kerjanya sesuai
dengan jumlah kabupaten/kota letak bidang tanah yang dilakukan
perbuatan hukumnya, untuk kemudian masing- masing akta PPAT
tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan masing-masing.

c) Memiliki Wewenang untuk membuat sebuah akta otentik yang
memiliki hubugan dengan semua perbuatan hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Untuk

11



PPAT Sementara memiliki kewenangan untuk membuat akta tanah
yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a menganai hak atas tanah
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan Wilayah kerja di
dalam daerah kerja jabatannya. Dan untuk PPAT Khusus seperti yang
telah disebut di atas hanya memiliki kewenangan untuk membuat akta
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam
penunjukannya.

3. Akta PPAT

Akta PPAT adalah Akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai
bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas
Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta PPAT memiliki
kedudukan dan peranan yang penting dalam kegiatan masyarakat yang
berhubungan dengan hukum. Dengan adanya suatu Akta PPAT, akan
menjadi dasar dari Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota dalam melakukan
peralihan, pemindahan dan pembebanan Hak Atas Tanah dari pihak
pertama kepada pihak kedua.*

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, disebutkan perbuatan hukum yang boleh dituangkan

dalam bentuk Akta PPAT.

38 Salim HS, Op.cit, hlm 67
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Sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional (PERKAP BPN) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atass
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionall
Nomor 3 Tahun 1997, hal-hal dalam Akta PPAT yang telah di
standardisasi oleh Pemerintah Indonesia melalui suatu formulir resmi
dinyatakan tidak diberlakukan kembali. Pada saat ini, yang menyiapkan
dan membuat akta PPAT dilakukan sendiri oleh PPAT. Tujuannya adalah
untuk mengatasi kelangkaan blanko akta PPAT yang selama ini menjadi
masalah rutin yang dihadapi PPAT dan masyarakat yang membutuhkan
serta menghilangkan beban Negara, dimana selama ini blanko akta PPAT
dibebankan kepada APBN.*

Akta PPAT juga mempunyai fungsi yang sangat penting pula dan
tentunya menguntungkan bagi para pemegang Akta PPAT tersebut. Fungsi
dari Akta PPAT antara lain :

a. Akta PPAT dapat menjadi alat bukti telah dilakukannya suatu
perbuatan hukum

b. Akta PPAT dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftran
pemindahan Hak dan Pembebanan hak yang bersangkutan

Sebagai akta otentik, Akta PPAT harus memenuhi syarat-syarat
dan prosedur tertentu dalam hal pembuatannya. Menurut Pasal 1868
KUHPer akta otentik ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang

3 Salim HS, Op.cit, hlm 81.
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berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”

Undang-Undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta
dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yang
bersifat kumulatif, yaitu®® :

1) BentukaktaditentukanolehUndang-Undang;
2) Akta dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta;

3) Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH
1. Pengertian Pendaftaran Tanah
Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre,
suatu istilah teknis untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan kepada
luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal
dari bahasa Latin yaitu capistratum yang berarti suatu register atau capita
atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Cadastre berarti
record pada lahan-lahan, atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan
untuk kepentingan perpajakan. Cadastre dapat diartikan sebagai alat yang
tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi tersebut dan sebagai

rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.*!

40 Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat
Akta, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 352.

4 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.
286.
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Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan
teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai
tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk
penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.*?

Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu serangkain kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, bersinambungan,
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya.

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 merupakan pengyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan
pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi : pengukuran, perpetaan, dan

pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta

42 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-UndangPokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan,
2007), hlm.72.
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pemberiaan tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.
Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut dapat diuraikan unsur-

unsurnya, yaitu®? :

a. Adanya serangkaian kegiatan.
Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai
kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan
satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang
bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi
rakyat. Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali, bentuk kegiataanya adalah pengumpulan dan
pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan
sertipikat; penyajian data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan
daftar umum dan dokumen, dan kegiatannya adalah pendaftaran
peralihan dan pembebanan hak; dan pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah lainnya.

b. Secara terus-menerus, berkesinambungan.
Kata-kata "terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada
pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya.
Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam
arti disesuaikan dengan perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap

sesuai dengan keadaan yang terakhir.

4 Ibid., him. 287-290.
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C.

Dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern
merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi
kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan.

Pemberian surat tanda bukti hak.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat
tanda bukti hak berupa sertipikat atas bidang-bidang tanah yang sudah
ada haknya dan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertipikat
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah
Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan
Tanah Negara.

Secara teratur.

Kata “teratur" menunjukkan bahwa semua kegiatan harus belandaskan
peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan

merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan
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pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang
melaksanakan pendaftaran tanah.
g. Hak-hak tertentu yang membebaninya.
Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah
dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, atau
Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai.
2. Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP
Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kepastian dan
perlindungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti yang
dihasilkan dari proses pendaftaran yang berupa buku tanah dan sertipikat
tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur.

Dengan demikian pendaftaran tanah hak milik berdasarkan PP
Nomor 24 tahun 1997 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah hak milik.
Kepastian dan perlindungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya
alat bukti yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah berupa buku tanah
dan sertifikat tanah hak milik yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat

ukur.
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Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3

PP Nomor 24 Tahun 1997, yakni sebagaimana berikut** :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada para
pemegang hak diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya.
Penjelasan tersebut merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang
menyelenggarakannya diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. Maka
memperoleh sertipikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan
hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar.

c. Untuk terselanggaranya  tertib = administrasi  pertanahan.
Terselenggarannya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar
dari perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan untuk
mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah.

Dari uraian di atas, tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin

4 J. Andi Hartanto, Op-cit, him. 80.
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kepastian hukum hak-hak atas tanah, meuputi kepastian hukum atas obyek
bidang tanah (obyek hak), kepastian hukum atas subyek haknya (subyek
hak), dan kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya .
3. Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai di suatu negara tergantung
pada asas hukum yang dianut negara tersebut dalam mengalihkan hak atas
tanahnya. Terdapat 2 macam asas hukum, yaitu asas itikad baik dan asas
nemo plus yuris. Sekalipun sesuatu negara menganut salah satu asas
hukum/sistem pendaftaran tanah, tetapi yang secara murni berpegang pada
salah satu asas hukum/sistem pendaftaran tanah tersebut sama-sama
mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga setiap negara mencari
jalan keluar sendiri-sendiri.*®

Asas itikad baik berbunyi: orang yang memperoleh sesuatu hak
dengan itikad baik, akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut
hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.
Guna melindungi orang yang beritikad baik inilah maka perlu daftar umum
yang mempunyai kekuatan bukti. Sistem pendaftarannya disebut sistem
positif. Lain halnya dengan asas nemo plus yuris yang berbunyi : orang tak
dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini berarti bahwa
pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Asas ini

bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Berdasarkan asas

45 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendafiarannya, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), hlm. 117.
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ini, pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali

haknya yang terdaftar atas nama siapa pun. Oleh karena itu, daftar

umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti. Sistem pendaftaran tanahnya

disebut sistem negatif.*®

. Asas Pendaftaran Tanah

Asas yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Soedikno Mertokusumo

menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal dengan 2 (dua)

macam asas, yaitu:

a)

b)

Asas Specialiteit (Asas Spesialitas)

Pelaksanaan pendaftaran itu diselenggarakan atas dasar
peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis
menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran
peralihannya. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat
memberikan kepastian hukum terhadap data fisik mengenai letak
tanah, letak batas-batasnya dan luas bidang tanahnya.

Asas Openbaarheid (Asas Publisitas)

Memberikan data yuridis mengenai siapa yang menjadi subjek
haknya atau orang-orang yang menjadi pemegang hak, apa nama hak
atas tanah tersebut, serta bagaimana terjadinya peralihan dan
pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap

orang berhak untuk melihatnya

46 Ibid., him. 118.
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D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH
1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah
dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur
mengenai peralihan hak atas tanah dapat ditemukan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal
37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak
milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Urip Santoso menyatakan bahwa: Hak atas tanah adalah hak yang
memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah
atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan
“menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu
digunakan untuk kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan
perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas
tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan,

misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan
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perkebunan.*’

2. Macam — Macam Peralihan Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah membagi peralihan ha katas tanah menjadi beberapa bentuk, yaitu:
a) Pemindahan Hak

Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
bahwa peraloihan ha katas tanah kecuali pemindahan hak melalui
lelang, wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan dengan bukti akta
PPAT yang berwenang. Untuk pembuatan akta tersebut, dihadiri oleh
para pihak yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum dan
dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat

untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, mengatur bahwa PPAT
wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang
diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang
bersangkutan kepada kantor Pertanahan, selambat-lambatnya tujuh
hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Hal ini
menunjukan bahwa PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa
persyaratan validitas perbuatan hukum terkait, dengan mencocokan
data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di

kantor ATR/BPN.

47 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta, Kencana Prenada Media
Group, 2010), hlm. 82.
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b) Pemindahan Hak dengan Lelang

Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya
dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan “Kutipan Risalah Lelang”
yang dibuat oleh Pejabat lelang.*® Sebelum suatu bidang tanah di
lelang baik dalam hal lelang eksekusi maupun non eksekusi, kepala
kantor lelang wajib meminta keterangan kepada kantor Pertanahan
mengenai bidang tanah yang akan dilelang, selambat-lambatnya 7 hari
kerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 41 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Maksud dari pembatasan waktu ini
untuk menghindari terjadinya pelelangan umum dengan objek yang
tidak jelas, Kantor pertanahan mengenai tanah yang akan dilelang
perlu dimintakan keterangan yang paling mutakhir.

Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan atas
permintaan kepala kantor lelang selambat-lambatnya 5 hari kerja
setelah diterimanya permintaan itu. Dalam hal ini pejabat lelang harus
memiliki kepercayaan terhadap barang yang akan dilelang, sehingga
meskipun barang tersebut disengketakan atau dalam keadaan sita,
sertipikat tetap harus dikeluarkan.

Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

menegaskan bahwa Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan

48 ] Ketut Oka Setiawan, Op cit, hlm. 61.

46



lelang. Jika :

a. Mengenal tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun.

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan.

c. Ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan
lelang berhubung dengan sengketa mengenai tanah yang
bersangkutan.

Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
mengenai pendaftaran peralihana hak yang diperoleh melalui lelang,
dokumen yang diperlukan sebagai syarat yang harus disampaikan
kepada Kantor Pertanahan ialah :

a. Kutipan Risalah Lelang yang bersangkutan.

b. Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan sudah terdaftar (jika

sudah terdaftar).
c. Bukti identitas pembeli lelang.
d. Bukti pelunasan harga pembelian.
¢) Peralihan hak karena pewarisan
Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat

pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Menurut Hukum
Perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak

tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya.*” Artinya,

4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid I, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2018), hlm. 329.
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seorang meninggal dunia maka saat itu pula segala hak dan
kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Peralihan tersebut
kepada para ahli waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris,
berapa bagian masing-masing dan cara pembagiannya diatur oleh
Hukum Waris pewaris hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum
Tanah. Hukum Tanah mengatur penguasaan harta warisan dan
penerbitan sertipikat kepemilikan oleh ahli waris.

Peralihan hak karena pewarisan harus didaftarkan gunanya
untuk memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan
demi tertibnya tata usaha pendaftaran tanah, agar data selalu tersimpan
serta disajikan dalam keadaan terkini. Pendaftaran peralihan hak

karena

3. Dasar Hukum Peralihan Hak Atas Tanah

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang peralihan hak

atas tanah, yaitu:

I.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 104 tahun 1960.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang dimuat dalam
Staatsblaad nomor 58 tahun 1996.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 59 tahun 1997.
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5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimuat dalam Staatsblaad nomor
52 tahun 1998.

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah.

E. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab
hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi
dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan
kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence);
dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan
(culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena
mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat
yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri
dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung
jawab  terhadap  pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
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bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain;

2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian;

3. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak
sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum
dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility,istilah liability
menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat
akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah
responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. >°

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung
jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga
teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty, sebagai suatu konsep
yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab
secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu
sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori,

9 Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of
law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar [lmu Hukum Normatif Sebagai
Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, him. 81
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yaitu:

a.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat
harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga
merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang
dilakukan tergugat akanmengakibatkan kerugian.

Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang
dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability),
didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang
berkaitan dengan moral dan hukumyang sudah bercampur baur
(interminglend).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum
tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan
padaperbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan

arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu

penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu

tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta

dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi

pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan

tanggungjawab Notaris.>!

51



5! Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi
Mandotary,(Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 368.
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